BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha laundry di Kalurahan
Caturtunggal Kabupaten Sleman pada praktiknya belum berjalan efektif.
Meskipun kerangka hukum sudah tersedia melalui Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2015, kenyataannya hingga saat ini
belum ada satu pun usaha laundry di wilayah penelitian yang pernah dikenai
sanksi administrasi, bahkan dalam bentuk teguran tertulis sekalipun.
Pendekatan yang ditempuh pemerintah daerah masih bersifat persuasif
melalui pembinaan, bukan penegakan sanksi formal. Hal ini mengakibatkan
instrumen sanksi administrasi yang seharusnya menjadi mekanisme

preventif dan represif tidak berjalan sebagaimana mestinya.
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2. Kendala utama dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha
laundry di Kalurahan Caturtunggal meliputi aspek regulasi, institusional,
teknis, dan sosialisasi. Dari sisi regulasi, belum adanya aturan khusus
mengenai limbah laundry menyebabkan usaha yang hanya memiliki SPPL
tidak dapat dijangkau sanksi administratif secara langsung. Dari sisi
institusional, keterbatasan sumber daya dan anggaran membuat pengawasan
hanya berfokus pada usaha besar, sementara laundry mikro tidak terawasi.
Secara teknis, ketiadaan IPAL komunal dan mahalnya biaya pengolahan
limbah menjadi hambatan bagi usaha kecil. Sedangkan dari sisi sosialisasi,
rendahnya pemahaman pelaku usaha serta kurangnya edukasi dari
pemerintah membuat kepatuhan hukum sulit diwujudkan. Untuk mengatasi
kendala tersebut, solusi yang ditawarkan antara lain pembentukan Peraturan
Daerah khusus tentang limbah laundry, pembentukan tim terpadu untuk
pengawasan lintas instansi, penyediaan IPAL sederhana maupun komunal
dengan dukungan pemerintah dan swasta, serta penguatan sosialisasi dan
penerapan sistem sanksi bertingkat yang lebih proporsional terhadap usaha

mikro.
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B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan dari hasil penelitian,
maka adapun saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan

penerapan sanksi administrasi terhadap usaha laundry, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyusun Peraturan Daerah khusus
yang mengatur pengelolaan limbah usaha laundry dengan pendekatan
proporsional agar tetap efektif dalam perlindungan lingkungan.

2. Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Usaha Laundry yang melibatkan
DLH, DPMPTSP, dan Kelurahan diperlukan untuk melakukan pengawasan
berkala dan penerapan sanksi secara terkoordinasi. Optimalisasi sistem OSS
untuk mendukung fungsi pengawasan dan penegakan sanksi, bukan hanya
perizinan, juga menjadi kebutuhan mendesak.

3. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program bantuan teknis dan
subsidi IPAL sederhana untuk usaha laundry skala mikro. Selain itu,
pembangunan IPAL komunal di kawasan padat usaha laundry dapat menjadi
solusi jangka panjang yang lebih efisien dan ekonomis.

4. Pelaku Usaha Laundry, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan
mematuhi regulasi lingkungan serta berpartisipasi aktif dalam program
pengelolaan limbah yang diinisiasi pemerintah.

5. Masyarakat, partisipasi dalam pengawasan lingkungan sangat penting,
khususnya melalui pelaporan jika ada pembuangan limbah laundry yang
mencemari lingkungan, sehingga hak atas lingkungan hidup yang sehat

dapat lebih terlindungi.
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